




















KERANGKA ACUAN KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 
 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 447.552.000,00 

2025 

 
1.1 Latar Belakang 

 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang; 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman; 

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum; 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Tata 

Ruang; 

https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PP-nomor-12-Tahun-2021-tahun-2021-Perubahan-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-14-Tahun-2016-Tentang-Penyelenggaraan-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman
https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PP-nomor-12-Tahun-2021-tahun-2021-Perubahan-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-14-Tahun-2016-Tentang-Penyelenggaraan-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman
https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PP-nomor-12-Tahun-2021-tahun-2021-Perubahan-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-14-Tahun-2016-Tentang-Penyelenggaraan-Perumahan-Dan-Kawasan-Permukiman


12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 12  Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah; 

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan  Nasional  

Nomor  16  Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak 

Atas Tanah; 

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan 

Pendaftaran Tanah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; 

 

 Gambaran Umum 

Penatagunaan tanah adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan penggunaan tanah secara terencana. Tujuannya adalah untuk 

memaksimalkan manfaat tanah untuk kepentingan masyarakat secara adil. 

Memperhatikan arti penting perumahan dan kawasan permukiman yang tidak 

dapat dipisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya, maka lingkup perumahan 

dan kawasan permukiman meliputi masalah-masalah yang menyangkut aspek 

penataan ruang dan penatagunaan tanah guna mendukung pengadaan atau 

penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, sehingga 

membentuk fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan, 

kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu. Pada dasarnya 

pembangunan dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah 

lingkungan yang amat strategis dalam menghasilkan kemanfaatan secara sosial dan 

ekonomi masyarakat 

Untuk menghindari konflik dan permasalahan yang kemungkinan akan timbul 

dikemudian hari akibat adanya pembangunan dan penataan kawasan lingkungan, 

maka melalui pengamanan aset tanah milik daerah, penyusunan peta aset tanah 

berbasis GIS, mendukung penataan kawasan kumuh dengan konsolidasi tanah yang 

direncanakan secara mandiri sehingga tetap dapat meningkatkan kualitas lingkungan 

dan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. 

https://jdih.grobogan.go.id/detail/36
https://jdih.grobogan.go.id/detail/36
https://jdih.grobogan.go.id/detail/655
https://jdih.grobogan.go.id/detail/655
https://jdih.grobogan.go.id/detail/555
https://jdih.grobogan.go.id/detail/555


1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah pengamanan aset tanah milik daerah, penyusunan 

peta aset tanah berbasis GIS, mendukung penataan kawasan kumuh dengan konsolidasi 

tanah yang direncanakan secara mandiri serta penataan kawasan lingkungan.  

Tujuan daripada kegiatan ini adalah : 

1. Pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka 

pengamanan aset; 

2. Dengan adanya penyusunan peta aset tanah berbasis GIS diharapkan dapat menjadi 

informasi bagi Pemerintah daerah dan masyarakat umum; 

3. Dengan adanya konsolidasi Tanah diharapkan kawasan permukiman yang diusulkan 

dalam DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 2025 diharapkan 

permukiman dapat tertata rapi dan PSU menjadi layak dan nyaman serta menjadi aset 

pemerintah daerah. 

4. Penataan kawasan lingkungan, khususnya kawasan tematik, sehingga menjadi daya 

Tarik wisata dan menengkatkan perekonomian warga sekitar. 

 

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran 

 Indikator Keluaran :  

- Persentase dokumen peta aset tanah eks  bondo desa di kelurahan yang 

tersusun. 

- Tercapainya MCP KPK area 7 pengelolaan BMD dengan indikator 

pengamanan BMD subindikator pendanaan dan sertipikasi BMD 

 Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan dan 1 Dokumen 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi 

perumahan/permukiman yang sudah penyerahan sarana, prasarana dan utilitas umum di 

Kabupaten Grobogan serta jalan lingkungan yang belum disertipikatkan. 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 447.552.000,00 ( Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus 

Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 2.10.10.2.01.0001 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, 

Pemeliharaan Lampu Jalan Paramedis dan PJU Jalan Lingkungan, Penyusunan 

Pra Konsolidasi Kawasan Permukiman, Sertipikasi dan Belanja Jasa Pengukuran 

Tanah, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 

Kegiatan Sertipikasi 

 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi kegiatan berada 7 (tujuh) Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan dan 

lingkup Kabupaten Grobogan. 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan  : Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan 

Lingkungan 

 

 



1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa 

disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan/Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Laporan Kegiatan 

4. Evaluasi 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.. 

NIP. 19770508 200604 1 004 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 
 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA 

Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 1.900.000.000,00 

2025 

 
1.1 Latar Belakang 

 Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman 

Kumuh Tahun 2023-2028; 

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; 

 

 Gambaran Umum 

Permukiman kumuh merupakan kondisi kualitas lingkungan hidup yang 

sangat memprihatinkan, ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan bangunan di 

suatu kawasan terbatas, rawan penyakit sosial dan lingkungan, kualitas bangunan 

yang rendah, prasarana lingkungan yang kurang memadai dan membahayakan 

kelangsungan hidup dan penghidupan warga. Permukiman kumuh dicirikan oleh 

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang meningkat 

ditambah dengan tingkat migrasi yang tinggi, mengakibatkan sebagian besar 

masyarakat menempati lokasi permukiman yang tidak standar, menyebabkan 

masalah seperti pembangunan permukiman kumuh di sepanjang tepi sungai dan di 

sepanjang rel kereta api atau lokasi tanah negara yang tidak terawat dengan baik. 



Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus 

pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan 

pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan 

perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan 

kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan peri-

kehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. 

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam urusan kawasan permukiman, kewenangan 

penanganan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan 

dalam Penetapan system kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan 

kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. 

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penataan dan peningkatan 

kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan 

di bawah 15 (lima belas) ha. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

memiliki kewenangan dalam Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan 

kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan 

permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 

Salah satu agenda dalam penanganan urusan perumahan dan permukiman 

adalah penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kabupaten 

Grobogan sudah memiliki dasar penetapan lokasi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 

Desember 2020. Dalam penetapan lokasi kumuh tersebut, terdapat 17 

desa/kelurahan yang termasuk dalam lokasi kumuh dengan luas 153,71 Ha. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya peremajaan dan pencegahan 

permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup kabupaten, kawasan, dan lingkungan  

yang  bersifat  menyeluruh  (komprehensif),  holistik  dan  terpadu. 

Tujuan daripada kegiatan ini adalah meremajakan kawasan permukiman kumuh 

sehingga kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat menjadi lancar, efisien dan 

efektif. 

 

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran 

 Indikator Keluaran :  

- Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan. 

 Keluaran : 1 Ha 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasar SK Bupati Grobogan Nomor : 

050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020. 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 1.900.000.000,00 ( Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.03.2.03.0009. 

 

 

 

 

 

 



1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Modal Jalan 

Khusus ( 10 Pekerjaan Penataan Lingkungan ). 

 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi kegiatan berada di penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 

2020. 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa 

disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. 

 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan/Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Laporan Kegiatan 

4. Evaluasi 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 

2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

DARLAN, S.T., M.T. 

NIP. 19680514 198903 1 006 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 
 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 

Perdesaan 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 5.764.516.000,00 

2025 

 
1.1 Latar Belakang 

 Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air 

Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

469/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Daftar Kegiatan Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 

Anggaran 2024; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman 

Kumuh Tahun 2023-2028; 

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; 

 

 

 

 



 Gambaran Umum 

Air sangat penting bagi kesehatan manusia namun populasi manusia yang 

terus bertambah membutuhkan banyak air, pangan, energi, dan bahan baku 

sehingga semakin memperketat persaingan. Masalahnya adalah kita bersaing 

dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya.  

Eksploitasi sumberdaya air yang berlebihan membuat kita harus siap dengan 

konskuensinya, meskipun tiga perempat dari bumi adalah air tapi hanya satu persen 

yang layak dikonsumsi manusia. 

 Dengan kondisi ini, air menjadi sesuatu yang langka dan mahal dan jika kita 

minum air yang tidak baik dan tercemar hal ini tentu akan membuat tubuh manusia 

rentan dengan penyakit, terutama bacteri e Coli yang ada dalam air akan membuat 

manusia terkena penyakit seperti, disentri, Colera, bahkan bisa memicu timbulnya 

kanker Collon bila terjadi pertemuan e Coli dan enzim etionin didalam usus besar 

manusia. 

 Penyediaan air minum kepada masyarakat memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat, yang memiliki 

peran dalam mengurangi jumlah orang dengan penyakitnya, terutama penyakit yang 

berhubungan dengan air, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau 

tingkat (Kualitas) Hidup.  

Sampai saat ini, Penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan 

masalah yang kompleks dan sampai sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. 

Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat 

pelayanan air minum sehat kepada masyarakat. Sehingga hal itu akan memiliki efek 

pada kesehatan manusia. 

Ada dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di 

Indonesia. 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang 

keseimbangan lingkungan; 

2. Terbatasnya anggaran yang ada di Kabupaten Grobogan yang digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih minim. 

Dua masalah ini tampaknya tidak ada habisnya bahkan dari tahun ke tahun 

bertambah kompleks untuk di tangani. 

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaaan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, 

dialokasikan dalam rangka pemenuhan fasilitas penyediaan air bersih bagi warga 

perdesaan yang mengalami kekurangan akses air bersih. Hal ini dikarenakan belum 

mampunya masyarakat melakukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih 

secara mandiri, sehingga perlu bantuan dari Pemerintah. Dengan kegiatan ini 

diharapkan permasalahan krisis air bersih terutama di desa-desa rawan kekeringan 

dapat teratasi, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat perdesaan yang mengalami kekurangan air bersih.  

Tujuan daripada kegiatan ini adalah Terbangunnya sarana dan prasarana air 

bersih perdesaan yang memenuhi syarat dan Memperluas jaringan distribusi dan 

sambungan rumah ( SR ). 

 

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran 

 Indikator Keluaran :  

- Kapasitas SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun. 

 Keluaran : 320 liter/detik. 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/ sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di kawasan Perdesaan Kabupaten 

Grobogan sehingga desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi dan tingkat kemiskinan 

bisa berkurang. 



 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

DAK Air Minum Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 5.764.516.000,00 ( Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh  

  Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.03.03.2.01.0028. 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Jasa 

Konsultansi Konstruksi, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga 

Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. 

 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi kegiatan berada di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan ( 20 unit ). 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan langsung baik 

tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya. 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan/Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Laporan Kegiatan 

4. Evaluasi 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 

2025. 

 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

DARLAN, S.T., M.T. 

NIP. 19680514 198903 1 006 

 













KERANGKA ACUAN KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 
 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan  

Kabupaten Grobogan 

Rp. 300.000.000,00 

2025 

 
1.1 Latar Belakang 

 Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air 

Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

469/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Daftar Kegiatan Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 

Anggaran 2024; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman 

Kumuh Tahun 2023-2028; 

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; 

 

 

 

 



 Gambaran Umum 

Air sangat penting bagi kesehatan manusia namun populasi manusia yang 

terus bertambah membutuhkan banyak air, pangan, energi, dan bahan baku 

sehingga semakin memperketat persaingan. Masalahnya adalah kita bersaing 

dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya.  

Eksploitasi sumberdaya air yang berlebihan membuat kita harus siap dengan 

konskuensinya, meskipun tiga perempat dari bumi adalah air tapi hanya satu persen 

yang layak dikonsumsi manusia. 

 Dengan kondisi ini, air menjadi sesuatu yang langka dan mahal dan jika kita 

minum air yang tidak baik dan tercemar hal ini tentu akan membuat tubuh manusia 

rentan dengan penyakit, terutama bacteri e Coli yang ada dalam air akan membuat 

manusia terkena penyakit seperti, disentri, Colera, bahkan bisa memicu timbulnya 

kanker Collon bila terjadi pertemuan e Coli dan enzim etionin didalam usus besar 

manusia. 

 Penyediaan air minum kepada masyarakat memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat, yang memiliki 

peran dalam mengurangi jumlah orang dengan penyakitnya, terutama penyakit yang 

berhubungan dengan air, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau 

tingkat (Kualitas) Hidup.  

Sampai saat ini, Penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan 

masalah yang kompleks dan sampai sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. 

Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat 

pelayanan air minum sehat kepada masyarakat. Sehingga hal itu akan memiliki efek 

pada kesehatan manusia. 

Ada dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di 

Indonesia. 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang 

keseimbangan lingkungan; 

2. Terbatasnya anggaran yang ada di Kabupaten Grobogan yang digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih minim. 

Dua masalah ini tampaknya tidak ada habisnya bahkan dari tahun ke tahun 

bertambah kompleks untuk di tangani. 

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaaan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, 

dialokasikan dalam rangka pemenuhan fasilitas penyediaan air bersih bagi warga 

perdesaan yang mengalami kekurangan akses air bersih. Hal ini dikarenakan belum 

mampunya masyarakat melakukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih 

secara mandiri, sehingga perlu bantuan dari Pemerintah. Dengan kegiatan ini 

diharapkan permasalahan krisis air bersih terutama di desa-desa rawan kekeringan 

dapat teratasi, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat perdesaan yang mengalami kekurangan air bersih.  

Tujuan daripada kegiatan ini adalah Terbangunnya sarana dan prasarana air 

bersih perdesaan yang memenuhi syarat dan Memperluas jaringan distribusi dan 

sambungan rumah ( SR ). 

 

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran 

 Indikator Keluaran :  

- Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang 

ditingkatkan. 

 Keluaran : 2 liter/detik. 

 

 

 

 



1.4 Target/Sasaran 

Target/ sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di kawasan Perdesaan Kabupaten 

Grobogan sehingga desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi dan tingkat kemiskinan 

bisa berkurang. 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

DAK Air Minum Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.03.03.2.01.0026. 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Hibah 

Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan. 

 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi kegiatan berada di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan ( 20 unit ). 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan langsung. 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan/Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Laporan Kegiatan 

4. Evaluasi 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 

2025. 

 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

DARLAN, S.T., M.T. 

NIP. 19680514 198903 1 006 

 

































KERANGKA ACUAN KERJA 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 
 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

: 

 

: 

: 

: 

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 

Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 9.584.339.000,00 

2025 

 
1.1 Latar Belakang 

 Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman 

Kumuh Tahun 2023-2028; 

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman; 

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; 

 

 Gambaran Umum 

Memperhatikan arti penting permukiman yang tidak dapat dipisahkan dari 

ruang yang harus dimanfaatkannya, maka lingkup permukiman meliputi masalah-

masalah yang menyangkut aspek penataan ruang yang didukung dengan 

pengadaan atau penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, 

sehingga membentuk fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat baik di kawasan 

perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu. Pada 

dasarnya pembangunan dalam sektor permukiman adalah lingkungan yang amat 

strategis dalam menghasilkan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi masyarakat. 

Permukiman merupakan sebuah masalah karena wilayah kawasan ini 

merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Permukiman 

mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya 



komunitas yang bermukim dipermukiman tersebut, dan ketiga dampak dari kedua 

kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya 

yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola 

dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi dengan baik. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya 

melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, seperti perbaikan/rehabilisasi 

sarana dan prasarana jalan lingkungan dan atau drainase. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana, prasarana dan utilitas umum 

dalam kondisi baik sebagai penunjang fungsi hunian.  

Tujuan daripada kegiatan ini adalah meningkatkan sarana, prasarana dan utilitas 

umum dengan kondisi yang mantap dan memadai, sehingga kegiatan perekonomian 

dan aktifitas masyarakat menjadi lancar, efisien dan efektif. 

 

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran 

 Indikator Keluaran :  

- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. 

- terbangun dan terpeliharanya drainase dan jalan lingkungan di 7 (tujuh) 

kelurahan yang ada di Kabupaten Grobogan. 

 Keluaran : 47 lokasi dan 2 Dokumen 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi 

perumahan/permukiman yang tersedia sarana, prasarana dan utilitas umum untuk 

menunjang fungsi hunian. 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 9.584.339.000,00 ( Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh  

  Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.05.2.01.0002. 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Bahan-

Bahan Bangunan Konstruksi (Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan), 

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, 

Belanja Modal Jalan Khusus ( 47 Pekerjaan Penataan Lingkungan ). 

 Lokasi Pekerjaan 

Lokasi kegiatan berada 7 (tujuh) Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan dan 

lingkup Kabupaten Grobogan. 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa 

disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya. 

 

 

 



 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan/Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Laporan Kegiatan 

4. Evaluasi 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 

2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

DARLAN, S.T., M.T. 

NIP. 19680514 198903 1 006 

 



 

KERANGKA ACUAN KERJA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 

 

 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

: 

 

: 

: 

: 

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari 

Pengembang 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 10.600.000,00 

2025 

 

 

1.1 Latar Belakang 

● Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1); 

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. 

 

 

● Gambaran Umum 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan adalah proses 

di mana pengembang atau masyarakat menyerahkan fasilitas umum seperti jalan, 

drainase, jaringan listrik, air bersih, taman, serta fasilitas sosial lainnya kepada 

pemerintah daerah. Tujuan utama dari penyerahan ini adalah memastikan bahwa 

PSU dapat dikelola dan dipelihara oleh pemerintah agar tetap berfungsi dengan baik 

untuk kepentingan masyarakat. Proses penyerahan dilakukan sesuai dengan aturan 

yang berlaku, dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, 

keberpihakan, dan keberlanjutan. 

Proses penyerahan PSU melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan 

permohonan oleh pengembang, verifikasi administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi 

yang dibentuk oleh Bupati, hingga penandatanganan Berita Acara Serah Terima jika 

PSU telah memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah diserahkan, PSU dicatat 

sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 



untuk pengelolaan serta pemeliharaannya. Jika pengembang tidak menyerahkan 

PSU atau tidak memenuhi ketentuan, pemerintah dapat memberikan sanksi 

administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan 

izin usaha. 

 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Secara lebih rinci, maksud dan tujuan penyerahan PSU Perumahan adalah : 

1. Menjamin PSU tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya; 

2. Menyediakan prosedur yang jelas bagi pengembang atau masyarakat dalam 
menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah; 

3. Menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam 

pengelolaan PSU. 

 

 

1.3 Indikator dan Keluaran 

● Indikator Keluaran :  

- PSU yang diserahkan memenuhi standar teknis dan administratif. 

- Terlaksananya serah terima PSU sesuai dengan peraturan. 

- Adanya berita acara serah terima dan pencatatan aset PSU dalam daftar 

Barang Milik Daerah. 

● Keluaran : Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan. 

 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/sasaran kegiatan ini adalah Pengembang perumahan dan permukiman, 

Masyarakat penghuni perumahan, dan Pemerintah daerah yang menerima dan mengelola 

PSU. 

 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 10.600.000,00 

  ( Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.05.2.01.0010 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

● Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Penyerahan PSU dari pengembang atau warga 

kepada pemerintah daerah, dan Pengelolaan PSU oleh pemerintah daerah. 

● Lokasi Pekerjaan 

Seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. 

 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan 

 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 



Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dari Verifikasi administrasi, teknis, dan fisik 

PSU, kemudian Evaluasi dan penyesuaian jika PSU belum memenuhi standar, 

hingga Pencatatan aset PSU sebagai Barang Milik Daerah. 

 

 

 

b. Tahap Kegiatan 

1. Persiapan : Pengumpulan dokumen, pemeriksaan awal oleh Tim Verifikasi; 

2. Pelaksanaan: Pemeriksaan lapangan, penilaian kondisi PSU, dan penerbitan 

berita acara serah terima; 

3. Pasca-Penyerahan: Pemeliharaan oleh pemerintah daerah dan pencatatan aset 

dalam daftar Barang Milik Daerah. 

 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

 

 

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si. 

NIP. 19790822 200501 2 014 

 









 

KERANGKA ACUAN KERJA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 

 

 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

 

 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

pada Daerah Kabupaten/Kota 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 5.077.478.400,00 

2025 

 

 

1.1 Latar Belakang 

● Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021, yang memberikan petunjuk teknis 

pelaksanaan bantuan sosial perbaikan RTLH di Kabupaten Grobogan. 

 

● Gambaran Umum 

Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai 

bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. 

Rumah Tidak Layak Huni adalah hunian yang tidak memenuhi standar minimum 

kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, seperti kerusakan pada struktur 

bangunan, minimnya fasilitas dasar, serta kurangnya akses terhadap sanitasi yang 

memadai. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam 

kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, sehingga dapat memiliki tempat tinggal yang 

layak, aman, dan sehat. 

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana 

utama. Prosesnya meliputi identifikasi penerima manfaat, penilaian kelayakan rumah, 

serta pelaksanaan perbaikan fisik sesuai standar teknis. Bantuan ini bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan, dengan 

harapan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut secara 

bertahap dan berkelanjutan. 

 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan guna meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.  

Tujuan daripada kegiatan ini adalah mengurangi angka rumah tidak layak huni dan 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

 

 

 



1.3 Indikator dan Keluaran 

● Indikator Keluaran :  

- Jumlah rumah yang berhasil diperbaiki sesuai dengan standar kelayakan. 

- terbangunnya rumah yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah di Kabupaten Grobogan. 

● Keluaran : Rumah yang layak huni sesuai dengan standar teknis. 

 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/sasaran bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya 

tidak memenuhi kriteria layak huni. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data terpadu 

kesejahteraan sosial (DTKS) dan survei lapangan. 

 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 5.077.478.400,00 

  ( Lima Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh  

  Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.04.2.01.0001 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

● Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Perbaikan fisik rumah, seperti atap, lantai, dan 

dinding, serta penyediaan fasilitas dasar. 

● Lokasi Pekerjaan 

Kabupaten Grobogan, sesuai dengan data dan survei penerima manfaat. 

 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan 

 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui skema swakelola tipe IV. 

 

b. Tahap Kegiatan 

1. Pendataan calon penerima manfaat; 

2. Survei lapangan untuk verifikasi; 

3. Penetapan daftar penerima bantuan; 

4. Pelaksanaan perbaikan oleh pihak yang ditunjuk; 

5. Pengawasan dan pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

 

 

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si. 

NIP. 19790822 200501 2 014 

 



 

KERANGKA ACUAN KERJA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 

 

 

Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 256.888.000,00 

2025 

 

 

1.1 Latar Belakang 

● Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan. 

 

● Gambaran Umum 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar yang ditetapkan untuk 

memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar yang 

berkualitas kepada masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan lainnya. Tujuan utama SPM 

adalah untuk memastikan pemerataan dan kualitas layanan publik yang sesuai 

dengan kebutuhan dasar masyarakat, serta memenuhi hak-hak dasar setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan 

layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengalokasikan anggaran yang 

cukup untuk mewujudkan pelayanan tersebut. 

Pelaksanaan SPM juga dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan 

evaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika suatu daerah tidak memenuhi standar 

yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi, seperti pengurangan anggaran atau 

tindakan administratif lainnya. Dengan adanya SPM, diharapkan tercipta 

pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan 

dasar masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat secara merata. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah untuk 

memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat memenuhi kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas yang layak. Tujuan utamanya 

adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, 

mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 

layanan sosial lainnya, dengan kualitas yang sama dan memadai. 

 



Secara lebih rinci, tujuan SPM adalah : 

1. Menjamin Pemenuhan Hak Dasar : Agar setiap individu dapat menikmati layanan 

dasar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti kesehatan, pendidikan, 

dan infrastruktur dasar. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan : Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan 

memiliki kualitas yang layak dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

3. Penyamaan Layanan Antar Daerah : Mewujudkan pemerataan pelayanan publik yang 

memadai di seluruh daerah, tanpa adanya kesenjangan yang signifikan antar wilayah. 

4. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah : Memastikan bahwa pemerintah daerah 

bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan, dengan adanya sistem 

pemantauan dan evaluasi yang ketat. 

 

 

1.3 Indikator dan Keluaran 

● Indikator Keluaran :  

- Kualitas rumah layak huni : Persentase rumah yang memenuhi standar 

keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. 

● Keluaran : Rumah yang layak huni sesuai dengan standar teknis. 

 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target/sasaran bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya 

tidak memenuhi kriteria layak huni (rusak) akibat terkena bencana. Proses seleksi 

dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan survei lapangan. 

 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 256.888.000,00 

  ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh  

  Delapan Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.02.2.03.0001 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

● Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu mengatur tentang penyediaan rumah yang layak 

huni serta pemukiman yang aman dan sehat bagi masyarakat. 

● Lokasi Pekerjaan 

Kabupaten Grobogan, sesuai dengan data dan survei penerima manfaat. 

 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan 

 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan melalui skema swakelola tipe IV. 

 

 

 



b. Tahap Kegiatan 

1. Pendataan calon penerima manfaat; 

2. Survei lapangan untuk verifikasi; 

3. Penetapan daftar penerima bantuan; 

4. Pelaksanaan perbaikan oleh pihak yang ditunjuk; 

5. Pengawasan dan pelaporan. 

 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

 

 

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si. 

NIP. 19790822 200501 2 014 

 



 

KERANGKA ACUAN KERJA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TAHUN 2025 

 

 

Kegiatan 

 

 

Sub Kegiatan 

 

Lokasi 

Nilai Anggaran 

Tahun Anggaran 

: 

 

 

: 

 

: 

: 

: 

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan 

Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 

Kabupaten Grobogan 

Rp. 21.320.000,00 

2025 

 

 

1.1 Latar Belakang 

● Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

● Gambaran Umum 

Pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi dan akses terhadap 

hunian yang layak, terjangkau, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. 

Acara ini menghadirkan berbagai pengembang perumahan, lembaga keuangan, 

serta instansi terkait yang menawarkan berbagai produk perumahan, termasuk rumah 

subsidi dan non-subsidi. Selain itu, pameran ini juga menjadi wadah untuk 

mensosialisasikan program pemerintah dalam bidang perumahan, seperti bantuan 

pembiayaan perumahan, kredit pemilikan rumah (KPR), serta tata aturan dalam 

kepemilikan dan pengelolaan perumahan. 

Selama pameran berlangsung, masyarakat dapat melihat langsung berbagai 

pilihan rumah yang ditawarkan, mendapatkan konsultasi perumahan, serta mengikuti 

berbagai kegiatan pendukung seperti seminar, diskusi, dan talk show yang 

membahas kebijakan perumahan, strategi pembelian rumah, serta pentingnya 

memiliki dokumen legalitas dalam kepemilikan properti. Selain itu, pameran ini juga 

memberikan kesempatan bagi pengembang untuk memperkenalkan proyek-proyek 

terbaru mereka serta membangun kerja sama dengan pihak perbankan dalam hal 

pembiayaan perumahan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat 

Kabupaten Grobogan dapat lebih mudah mengakses informasi serta memiliki 

peluang lebih besar untuk memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan mereka. 

 



1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Pameran perumahan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mempertemukan 

masyarakat dengan pengembang perumahan, lembaga keuangan, serta instansi terkait 

guna memberikan informasi dan kemudahan akses dalam kepemilikan hunian yang layak 

dan terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung program 

pemerintah dalam penyediaan perumahan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Grobogan. 

 

Tujuan 

1. Menyediakan Informasi Perumahan 

• Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait hunian, baik 

rumah subsidi maupun non-subsidi; 

• Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah terkait perumahan dan 

kawasan permukiman; 

2. Mendorong Kepemilikan Rumah yang Layak 

• Membantu masyarakat dalam menemukan rumah yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan finansial mereka; 

• Memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai skema 

pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi; 

3. Memfasilitasi Kerja Sama antara Pengembang dan Lembaga Keuangan 

• Mempertemukan pengembang perumahan dengan pihak perbankan untuk 

mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat; 

• Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, dan institusi 

keuangan dalam upaya penyediaan hunian yang lebih baik; 

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Legalitas Perumahan 

• Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek legalitas 

dalam pembelian rumah, seperti sertifikat tanah dan izin mendirikan 

bangunan; 

• Mencegah potensi permasalahan hukum dalam transaksi properti melalui 

sosialisasi regulasi perumahan. 

 

 

1.3 Indikator dan Keluaran 

● Indikator :  

- Indikator keberhasilan pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dapat 

diukur dari jumlah pengunjung yang hadir, banyaknya unit rumah yang berhasil 

terjual atau dipesan, serta partisipasi pengembang dan lembaga keuangan 

dalam acara tersebut. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

informasi dan layanan yang diberikan, kemudahan akses informasi mengenai 

perumahan dan pembiayaan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat 

tentang legalitas kepemilikan rumah juga menjadi indikator penting. 

Keberhasilan pameran juga dapat dinilai dari tindak lanjut pasca-pameran, 

seperti jumlah masyarakat yang melanjutkan proses pembelian rumah atau 

mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) setelah mendapatkan informasi 

dalam acara tersebut. 

● Keluaran : 1 Kegiatan Pameran Perumahan. 

 

 

1.4 Target/Sasaran 

Target atau sasaran pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mencakup 

masyarakat umum, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin 

memiliki rumah subsidi dengan skema pembiayaan terjangkau, serta masyarakat yang 



mencari hunian sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Selain itu, pameran ini 

juga ditujukan bagi pengembang perumahan yang ingin memasarkan proyeknya, 

lembaga keuangan dan perbankan yang menyediakan layanan pembiayaan rumah, serta 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam kebijakan perumahan. Tidak hanya 

itu, asosiasi pengembang, agen properti, dan profesional di bidang perumahan juga 

menjadi sasaran untuk berbagi informasi mengenai regulasi, investasi, serta tren properti 

yang dapat membantu masyarakat dalam memilih hunian yang tepat. 

 

 

1.5 Sumber Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Grobogan dengan : 

Nilai Anggaran : Rp. 21.320.000,00 

  ( Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) 

Tahun Anggaran : 2025 

Kode Rekening : 1.04.02.2.02.0009 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi 

● Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu pameran produk perumahan dari pengembang, 

baik perumahan bersubsidi maupun non-subsidi, penyuluhan dan informasi 

mengenai program pemerintah terkait perumahan dan pemukiman layak huni, 

penyediaan informasi mengenai akses pembiayaan perumahan melalui lembaga 

keuangan, pemaparan mengenai kebijakan perencanaan kawasan permukiman 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya pemilihan lokasi dan fasilitas perumahan yang tepat untuk 

kualitas hidup yang lebih baik. 

● Lokasi Pekerjaan 

Seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. 

 

 

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan 

Pelaksana Kegiatan  : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan 

 

 

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dari Mengidentifikasi tujuan pameran, 

menentukan lokasi, waktu, dan tema pameran. Menyusun daftar peserta, seperti 

pengembang, lembaga keuangan, serta instansi terkait lainnya. Menyiapkan materi 

informasi, seperti brosur, presentasi, dan media promosi, Menyusun dan menata 

stan atau booth peserta pameran dengan jelas dan informatif, serta menyediakan 

materi edukasi terkait perumahan dan kawasan permukiman. Melibatkan 

narasumber yang kompeten untuk memberikan penyuluhan atau seminar kepada 

pengunjung, Memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung 

dengan pengembang, perencana kota, serta lembaga keuangan untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk perumahan dan pembiayaan, 

Menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pamflet, dan iklan 

untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan jumlah pengunjung 

pameran, dan Setelah acara selesai, melakukan evaluasi untuk mengukur 

keberhasilan pameran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta 

merencanakan tindak lanjut, seperti program bantuan atau kerja sama lebih lanjut 

antara pengunjung dan pengembang/perusahaan perbankan. 



b. Tahap Kegiatan 

1. Perencanaan dan Persiapan; 

2. Penyelenggaraan Pameran; 

3. Interaksi dengan Pengunjung; 

4. Promosi dan Sosialisasi; dan 

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut. 

 

 

1.9 Jadwal Kegiatan 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan. 

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Juni s/d bulan Oktober 2025. 

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan. 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan/Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Laporan dan Evaluasi             

              

 

 

Penanggung Jawab Kegiatan, 

 

 

 

 

 

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si. 

NIP. 19790822 200501 2 014 

 








































